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TENTANG
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TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DAN KULIAH KERJA NYATA

DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Daiam Negeri dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
No. 111 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan

198/U/1998

Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan:

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 1998 tentang

198/U/1998

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia;

2. Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Indonesia.

PERTAMA : 
Melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 1998 tentang 
198/U/1998 
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa, dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

KEDUA : 
Memberikan pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap operasionalisasi pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata di daerahnya.

KETIGA : 
Mengefektifkan koordinasi dan mengembangkan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi terkait dalam kegiatan penelitian, pembinaan, pemberian petunjuk teknis serta melaksanakan evaluasi dan penilaian untuk mengetahui keberadaan potensi desa/kelurahan dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat.

KEEMPAT:
Menetapkan pola pembinaan dan peningkatan kemampuan/keterampilan di bidang pengetahuan teknologi tepat guna bagi para mahasiswa melalui pelatihan pembekaian dan pembinaan teknis secara berencana dan berkesinambungan.

KELIMA : 
Mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : 
Melaksanakan lnstruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri meialui Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.

KETUJUH : 
Instruksi ini mulai berlaku pada tangggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 1999

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.

SYARWAN HAMID

Tembusan

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);

2. Yth. Para Menko Kabinet Reformasi Pembangunan;

3. Yth. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 Tahun 1999

TANGGAL : 16 April 1999

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN

TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN KULIAH KERJA NYATA

DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka pembangunan perdesaan, tantangan utama adalah mengatasi kemiskinan serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui peningkatan/pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian desa/kelurahan, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 111 Tahun 1998

198/U/1998

tentang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa.

Program pendayagunaan teknologi tepat guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam menunjang pembangunan masyarakat desa, ditujukan untuk lebih meningkatkan nilai tambah hasil produksi , dan pendapatan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat desa/kelurahan.

Dengan demikian melalui Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam mendukung pembangunan masyarakat desa, instansi/lembaga terkait di daerah diharapkan agar berperan aktif membina dan mengisi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa/kelurahan.

II. PENGERTIAN

A. 
Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bersifat dinamis, sesuai dengan kemampuan, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah.
B.
Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk kegiatan pendidikan intra kurikuler bagi mahasiswa program Strata Satu( S-1) yang dilaksanakan di luar kampus untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan secara pragmatis masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan.

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk operasional pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan kuliah kerja nyata.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud.

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam menunjang Pembangunan Masyarakat Desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi seluruh masyarakat desa/kelurahan yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan kuliah kerja nyata.

B. Tujuan.

1. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap, orientasi, kepedulian, keberpihakan dan dedikasi mahasiswa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

2. Meningkatkan keterkaitan dan keserasian gerak langkah Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah

3. Menunjang program pembangunan masyarakat desa yang dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan;

4. Meningkatkan fungsi dan peran serta lembaga/aparatur Pembangunan Masyarakat Desa di daerah;

5. Memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa melalui sentuhan teknologi tepat guna oleh mahasiswa dalam menunjang pembangunan masyarakat desa.

IV. 
OPERASIONALISASI PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN KULIAH KERJA NYATA

A. Organisasi.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasionalisasi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam menunjang pembangunan masyarakat desa, dibentuk Tim Konsorsium yang beranggotakan Dinas Instansi terkait, yaitu :

1. Di tingkat Pusat, dibentuk Tim Konsorsium yang beranggotakan Departemen/instansi terkait untuk merumuskan kebijaksanaan umum, mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam menunjang pembangunan masyarakat desa

2. Di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dibentuk Tim Pembina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam menunjang pembangunan masyarakat desa Propinsi Dati I dan Kabupaten/ Kotamadya Dati II, sebagai Tim Perumus, untuk :

a. Merumuskan/menjabarkan kebijaksanaan umum pembinaan dan penyelenggaraan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata di wilayahnya;

b. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan pelatihan/pembekalan serta menyusun pedoman pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata di wilayahnya;

c. Merumuskan kriteria kebutuhan yang berkaitan dengan operasionalisasi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata di wilayahnya.

3. Di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dibentuk Tim Pelaksana, yang berperan:

a. Penyiapan lokasi desa/kelurahan sasaran dan penyiapan peran serta aktif masyarakat;

b. Mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan jenis-jenis spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata;

c. Menyusun rencana persiapan/pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan menyampaikannya kepada instansi terkait melalui Camat 

B. Koordinasi.

1. Di tingkat Pusat, pembinaan dan pengendalian program/kegiatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam menunjang pembangunan masyarakat desa secara fungsional menjadi tanggungjawab Menteri Dalam Negeri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Cq. Direktur Pembinaan Pendayagunaan Teknologi Pedesaan dengan mengadakan koordinasi antar Departemen Instansi terkait.

2. Di tingkat Propinsi, Gubernur Kepata Daerah Tingkat I mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan mengkoordinasikan lnstansi sektoral/Dinas terkait di wilayahnya sehingga program/kegiatan pendayagunaan teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata berdayaguna dan berhasil guna yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Dati I.

3. Di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Bupati/walikotamadya KDH Tk. II mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap program/kegiatan operasional pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata di daerahnya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor/Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Dati II,
4. Ditingkat Kecamatan, Camat mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyiapan masyarakat desa/kelurahan lokasi sasaran serta pengendalian kegiatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan kuliah Kerja Nyata di wilayahnya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kecamatan.

5. Di tingkat Desa/kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab menggerakkan partisipasi masyarakat melalui LKMD/K dan mengarahkan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya, untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata.

C. Perencanaan.

1. Penelitian/pengkajian.

Dalam rangka perencanaan program/kegiatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata guna menunjang pembangunan masyarakat desa, perlu dilakukan penelitian/pengkajian jenis spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penelitian/pengkajian jenis-jenis spesifikasi teknologi tepat guna yang akan dikembangkan, dimanfatkan dan diterapkan/dilaksanakan dalam bentuk studi lapangan, konsorsium, diskusi dah seminar, disesuaikan dengan kondisi, potensi sumber daya, faktor sosial budaya dan sosial ekonomi (mata pencaharian) masyarakat setempat, sehingga teknologi tepat guna tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan dan penghidupannya.

Kegiatan penelitian/pengkajian yang perlu dikembangkan dalam rangka perencanaan program pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata, adalah sebagai berikut :

a. Untuk pengkajian, pengembangan dan penerapan cara, metode dan piranti rekayasa teknologi tepat guna yang lebih efisien dan efektif bagi rancang bangun serta produksi bidang jasa yang dikelola masyarakat desa/kelurahan;

b. Upaya pengkajian untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah hasil usaha ekonomi produktif yang dilakukan;

c. Untuk mendukung proses alih teknologi, perlu diteliti/dikaji pola pembinaan/pengembangan sikap mental menuju kehidupan masyarakat yang mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai teknologi tepat guna yang dibutuhkannya.

2. Inventarisasi dan identifikasi.

Inventarisasi dan identifikasi jenis spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan dilaksanakan melalui proses penyusunan dan pengolahan data dengan tujuan :

a. Memperoleh gambaran potensi desa/kelurahan dalam sumber daya alam, sumber daya manusia dan keadaan lingkungannya;

b. Mengetahui keadaan/permasalahan yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan, khususnya yang menghambat perkembangan dan pertumbuhannya;

c. Mengetahui berbagai jenis spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta melihat kemungkinan untuk mengembangkan dan adaptasinya guna memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan;

d. Mengetahui keadaan kelembagaan yang ada di masyarakat dan mencari peluang untuk pemanfaatannya dan membentuk jaringan informasi dalam rangka memasyarakatkan, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat;

e. Mendapatkan bahan masukan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasionalisasi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata.

2. Pelatihan.

Dengan diketahuinya jenis spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dalam rangka memperkenalkan, mempersiapkan dan memanfaatkan peralatan teknologi tepat guna perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan peragaan agar mudah diterima, dilaksanakan dan ditiru oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pelatihan dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan :

a. Uji coba peralatan teknologi tepat guna;

b. Penyiapan masyarakat pengguna/pemakai;

c. Pemberian pembekalan bagi para pengelola pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata.

D. Pelaksanaan

1. Persiapan.

a. Penjajagan lokasi sasaran

Terhadap daerah yang akan dijadikan lokasi sasaran operational pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata dilakukan penjajagan yaitu untuk :

1) Pendekatan sosial kepada pemerintah dan masyarakat setempat;

2) Menentukan waktu dan jenis-jenis kegiatan;

3) Melihat kemungkinan dapat tidaknya daerah tersebut dijadikan lokasi sasaran.

b. Studi wilayah.

Studi wilayah dilaksanakan untuk melakukan observasi dan pencatatan data potensi, kondisi sosial, ekonomi serta program-program pembangunan yang ada sehingga dapat diperoleh gambaran dan pengetahuan praktis mengenai keadaan, kebutuhan dan masalah masyarakat dari wilayah pedesaan/kelurahan yang bersangkutan,

c. Penetapan lokasi sasaran dilakukan berdasarkan gambaran tentang wilayah yang diperoleh dari hasil penjajagar/studi wilayah, kemudian dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kotamadya Dati II) dan instansi terkait melalui kerjasama untuk menetapkan daerah mana yang sebaiknya dijadikan lokasi sasaran.

d. Pelatihan/pembekalan:

1) Pelatihan pembekalan bagi Instruktur yang diikuti oleh para pengelola pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata di daerah serta para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari perguruan tinggi yang memiliki program kuliah kerja nyata;

2) Pelatihan pembekalan bagi mahasiswa merupakan upaya mempersiapkan mahasiswa agar dapat melaksanakan tugas kegiatan di lapangan dengan baik dan benar, sehingga pelaksanaan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dapat mencapati ujuan yang diharapkan.

Melalui pembekalan dapat terciptakan perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sesuai yang dibutuhkan di lapangan, yaitu :

a) Tertanamnya pemahaman dan penghayatan mahasiswa akan arti dan maksud pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata dalam menunjang pembangunan masyarakat desa;

b) Diperolehnya pengetahuan dan pengalaman untuk dapat memahami, menghayati serta meningkatkan kepekaan terhadap berbagai masalah pembangunan guna membantu memikirkan pemecahannya;

c) Diperolehnya pengetahuan dan ketrampilan praktis dan kerjasama dengan masyarakat desa/kelurahan;

d) Diperolehnya petunjuk/cara bersikap dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas/kegiatan di lapangan,

e) Diperolehnya informasi tentang kondisi dan permasalahan dalam melaksanakan tugas/kegiatan di lapangan.

Dengan adanya pelatihan pembekalan ini mahasiswa dapat melaksanakan peran sebagai pemberi informasi, penumbuh motivasi, pelancar proses difusi inovasi pembangunan serta perkembangan antar sistem pelaksanaan pembangunan.

Penempatan mahasiswa.

1) Mahasiswa dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang akan ditangani di lapangan sebagai hasil rumusan dari penjajagan dan studi wilayah;

2) Pengelompokkan mahasiswa dilakukan atas dasar kondisi dan permasalahan wilayah lokasi sasaran;

3) Jumlah mahasiswa di setiap lokasi sasaran, perlu diatur berdasarkan kondisi dan kemampuan perguruan tinggi terkait serta keadaan lapangan dan lokasi sasaran.

f. 
Kegiatan lapangan.

Pelaksanaan kegiatan lapangan yang menjadi kegiatan/tugas mahasiswa dalam operasional pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata dalam menunjang pembangunan masyarakat desa menjadi tanggung jawab di bawah pengawasan dan bimbingan para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan pengelola kuliah kerja nyata di masing-masing perguruan tinggi Kerja Nyata yang perlu dilaksanakan oleh para mahasiswa antara lain sebagai berikut :

1) Melaksanakan pelayanan teknis dan pemberian informasi berbagai jenis spesifikasi peralatan teknologi tepat guna yang dapat dikembangkan, ditiru dan dibeli oleh masyarakat desa/kelurahan yang membutuhkan. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait di tingkat kabupaten dan memanfaatkan unit/lembaga lainnya yang memproduksi peralatan teknologi tepat guna yang berupa perangkat keras (hardware) maupun prototype (bentuk mini), menciptakan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna;

2) Melaksanakan pelatihan masyarakat untuk menguasai teknologi tepat guna dilakukan dengan pemberian teori dan praktek:

a) Materi pelatihan yang diberikan adalah teknis pembuatan peralatan teknologi tepat guna dan manajemen/

3) Pengisian data dasar profit desa/kelurahan sesuai format yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa;

4) Pengorganisasian/perencanaan, pengelolaan ketertiban dan keamanan lingkungan;

5) Dan lain-lain.

E. Pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata dengan mengadakan peninjauan lapangan ke desa/kelurahan lokasi sasaran, yaitu :

1. Untuk menginventarisir permasalahan-permasalahaan yang dihadapi oleh masyarakat dan mahasiswa tentang kondisi awal dan akhir, masalah yang terpecahkan serta pengembalian/sikap ketrampilan, sebagai bahan seminar hasil pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata tahun yang bersangkutan;

2. Pemantauan/evaluasi dilakukan selama pelaksanaan kuliah kerja nyata oleh Tim Pokjanal Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kuliah Kerja Nyata Tim Pembina Kuliah Kerja Nyata dan Panitia Pelaksana Perguruan Tinggi terkait.

V. PEMBIAYAAN
Pembiayaan operasional pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata di daerah bersumber dari APBD Tk. I, APBD Tk. II dan dana bantuan lainnya yang syah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

VI. PELAPORAN

Pelaporan program kegiatan pendayagunaan teknologi tepat guna dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan.

Camat/Kepala Seksi PMD Kecamatan menyampaikan laporan operasional pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata kepada Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II
Bupati/Kotamadya KDH Tk. I menghimpun dan merekapitulasi laporan yang diterima dari kecamatan dan melaporkannya kepada Gubernur KDH TK.II

Gubernur KDH Tk. I menghimpun dan merekapitulasi laporan dari Kabupaten/kotamadya Dati II untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

VII. PENUTUP

Pelaksanaan program dan pembinaan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di pedesaan yang dilaksanakan melalui operasionalisasi pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata agar dibina oleh departemen/instansi maupun dinas/instansi terkait di daerah dengan memberikan informal dan pelayanan teknis berbagai jenis spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Demikian petunjuk operasionalisasi pendayagunaan teknologi tepat guna dan kuliah kerja nyata ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SYARWAN HAMID

